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Abstract 

Public service is an essential element in governance that aims to meet the needs of the community effectively. One of the 

significant innovations in Indonesia is the Public Service Mall (Mal Pelayanan Publik/MPP), which is an integrated service 

that integrates various types of services from the central government, local governments, business entities, and private sector 

in one location. Based on Presidential Regulation Number 89 of 2021, MPP aims to improve efficiency, accessibility, and 

quality of services, as well as encourage bureaucratic reform towards good governance. The implementation of MPP shows a 

positive impact in the form of reducing bureaucracy, time and cost efficiency, and increasing regional competitiveness. Vice 

President Ma'ruf Amin has given directions to implement MPP in all districts and cities. However, challenges still exist, such 

as institutional conditions both in terms of the One-Stop Investment and Integrated Services Agency (Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Satu Pintu/DPMPTSP) as the MPP coordinator and the service provider by organizations at the MPP, 

limited human resources, funding, and not all data between services are integrated. The analysis was conducted using a 

literature study method with data sources from books, journal articles that specifically discuss MPP in terms of policy 

implementation, legislative documents, reports, and other relevant sources and validated through interviews with the authors 

of the study related to the implementation of the MPP. The analysis was conducted using Grindle's policy implementation 

theory which combines the content of policy and the context of implementation, showing that the success of MPP is 

influenced by institutional support, commitment of related actors, adequate resources and must adjust to the conditions in 

which MPP policies are implemented. To ensure sustainability, institutional improvement, budget optimization, 

comprehensive evaluation, and the development of digital MPP as a future innovation are required. After implementing 

strategic steps, MPP has the potential to become a breakthrough solution in improving public services in Indonesia. 
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Abstrak  

Pelayanan publik merupakan elemen esensial dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara efektif. Salah satu inovasi yang signifikan di Indonesia adalah Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni sebuah 

layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, badan usaha, hingga swasta 

dalam satu lokasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, MPP bertujuan meningkatkan efisiensi, 

aksesibilitas, dan kualitas pelayanan, sekaligus mendorong reformasi birokrasi menuju good governance. Implementasi MPP 

menunjukkan dampak positif berupa pengurangan birokrasi, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan daya saing daerah. 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah memberikan arahan untuk dapat mengimplementasikan MPP di seluruh kabupaten/kota. 

Namun, tantangan masih ada, seperti kondisi kelembagaan baik dari sisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai penyelenggara MPP dan organisasi penyelenggara pelayanan di MPP, keterbatasan sumber 

daya manusia, pendanaan, dan integrasi data antar-layanan. Analisis dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan 

sumber data dari buku, artikel jurnal yang spesifik membahas MPP dari sisi implementasi kebijakan, dokumen peraturan 

perundang-undangan, laporan, serta sumber relevan lainnya serta divalidasi melalui wawancara dengan penyusun kajian yang 

terkait dengan implementasi MPP tersebut. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang memadukan 

content of policy dan context of implementation, menunjukkan bahwa keberhasilan MPP dipengaruhi oleh dukungan 

kelembagaan, komitmen aktor terkait, sumber daya yang memadai serta harus menyesuaikan dengan kondisi dimana 

kebijakan MPP diimplementasikan. Untuk menjamin keberlanjutan, diperlukan perbaikan kelembagaan, optimalisasi 

anggaran, penyusunan evaluasi yang menyeluruh, serta pengembangan MPP digital sebagai inovasi masa depan. Dengan 

langkah strategis, MPP berpotensi menjadi solusi terobosan dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. 

Kata kunci:  Mal Pelayanan Publik, Integrasi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Kebutuhan Masyarakat, Grindle 
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1. Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat 

maupun daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan menjalankan ketentuan hukum [1]. Pelayanan 

publik dimaknai sebagai memberikan layanan atau 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

kepentingannya masing-masing, sesuai dengan standar 

prosedur yang telah ditentukan [2]. Seiring dengan 

perubahan paradigma pemerintahan yang mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu, pelayanan publik juga 

turut mengalami perbaikan sebagai bentuk upaya oleh 

pemerintah menjadi lebih baik lagi terutama dalam 

pelayanan kepada masyarakat juga karena adanya 

perubahan lingkungan strategis yang menuntut 

pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas 

pelayanan publiknya [3]. 
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Permasalahannya di Indonesia, praktek old publik 

administration  dan patronase masih tertanam dan dan 

mengakar kuat sebagai karenter sektor publik serta 

menolak perubahan yang menyebabkan sulitnya 

melakukan reformasi [4]. Namun sejak awal tahun 

200a-an terus dilakukan pembaharuan, yang pertama 

kali diambil dari prinsip New Public Management dan 

kemudian menjadi New Public Services. 

Rezim peraturan di Indonesia terkait pelayanan publik 

melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, kemudian menjelaskan 

bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan, 

baik pelayanan umum maupun administrasi yang 

disediakan oleh pemerintah atau penyedia jasa yang 

berwenang. Hal tersebut menjadi salah satu tonggak 

inovasi dan berdirinya reformasi birokrasi pelayanan 

publik di Indonesia. Reformasi merupakan proses 

upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan 

untuk merealisasikan tata pemerintah yang baik (good 

governance) [5]. Reformasi merupakan perubahan 

yang secara drastis dilakukan untuk memperbaiki 

bidang sosial, politik, hukum, agama, atau ekonomi 

suatu masyarakat atau negara yang dipicu oleh tiga 

kondisi yakni adanya penyimpangan dalam 

administrasi pemerintahan, aspirasi atau tuntuan untuk 

mendapatkan pelayanan yang lebih lain, dan keinginan 

untuk mengakkan moral dan etika dalam administrasi 

pemerintahan [6]. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa 

reformasi merupakan upaya untuk good governance, 

berdampak pada kehidupan bernegara dan bermanfaat 

bagi masyarakat [7]. Sehingga untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi 

sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk 

mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik [8]. 

Reformasi birokrasi juga menjadi tantangan yang 

dihadapi pemerintah dalam menghadapi era good 

governance [9]. 

Era tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan 

kepada pemerintah sebagai aktor penyelenggara urusan 

layanan publik [10]. Pelayanan yang bertele-tele 

ketidakpastian serta ketidakterbukaan antara waktu dan 

biaya pelayanan sehingga terkesan layanan yang 

diberikan oleh pemerintah hanya sebagai kewajiban 

yang bersifat rutinitas sehingga cenderung tidak 

inovatif [11]. Hal tersebut menjadi tantangan bagi 

pemerintah untuk membenahi serta menghilangkan 

stigma negatif dengan mengupayakan memberi 

pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada 

masyarakat. Dengan adanya reformasi birokrasi, 

diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan 

yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, 

produktif dan melayani secara prima dalam rangka 

meningkatkan kepercayaan publik [12].  

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah 

berupaya membangun suatu sistem penyelenggaraan 

pelayanan secara terintegrasi [13]. Salah satu upaya 

yang dilakukan ialah melakukan studi banding ke 

negara lain salah satunya ialah Georgia [14]. Lewat 

kebijakan Public Service Hall (PSH), Georgia mampu 

mengubah iklim investasi yang sebelumnya dianggap 

tidak ramah menjadi negara yang ramah investasi. 

Pemilihan Georgia menjadi salah satu best practice 

pelayanan publik juga tidak lepas dari latar belakang 

permasalahan yang tidak jauh beda dengan Indonesia. 

Selain itu, pemerintah juga melakukan studi banding 

ke Azerbaijan guna menyerap pengetahuan dan 

pengalaman mengenai program ASAN Xidmat. 

Belajar dari implementasi di kedua negara tersebut, 

pemerintah membangun suatu sistem penyelenggaraan 

pelayanan secara terintegrasi melalui Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (PTSA) yang selanjutnya 

berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) [15]. Namun dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan kendala antara lain meski dalam satu atap 

tapi banyak loket dan pengulangan administrasi tetap 

masih terjadi [16]. Dalam laporan yang disampaikan 

oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi 

Daerah (KPPOD) pada 2014 [17], persoalan PTSP 

sifatnya masih formalistis yang belum menyentuh 

kualitas pelayanan, belum memiliki terobosan waktu 

dari sisi percepatan pelayanan dan proporsionalitas 

biaya (retribusi) yang belum terjadi. Integrasi belum 

terjadi secara optimal, di beberapa keadaan masih 

ditemukan pungli [18]. Kelembagaan juga masih 

belum memiliki kejelasan. Berangkat dari hal tersebut, 

Pemerintah kemudian menghadirkan Mal Pelayanan 

Publik (MPP) sebagai generasi ketiga layanan terpadu 

setelah PTSA dan PTSP. 

Sejak MPP diperkenalkan pertama kali ke publik 

sebagai sebuah bentuk kebijakan pada tahun 2017, hal 

dimaksud turut mendongkrak nilai IPP secara nasional. 

Pada tahun 2017, IPP nasional mendapatkan skor 

sebesar 3,28. Pada tahun pertama pelaksanaan IPP 

yakni selama 2017-2018, hadirnya MPP menaikkan 

skor IPP 2018 menjadi 3,38. Selanjutnya pada tahun 

2019, seiring dengan bertambahnya jumlah MPP 

capaian IPP kembali naik menjadi 3,63. Bahkan pada 

tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, capaian 

IPP nasional tetap konsisten mengalami kenaikan 

menjadi 3,84. Selanjutnya indeks pelayanan publik 

nasional ditampilkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Indeks Pelayanan Publik Nasional 

Dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman 

Percepatan Penyelenggaraan MPP di Kantor 

KemenpanRB pada 28 Juni 2022, Wakil Presiden 

memberikan arahan pada tahun 2024, ditargetkan 

100% MPP dibangun di seluruh kabupaten/kota di 

Indonesia. Namun, saat ini baru terdapat 230 MPP di 

seluruh Indonesia dari total 508 kabupaten/kota (data 

diolah) [19]. Untuk itu perlu dilakukan perlu dilakukan 
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kajian terhadap implementasi kebijakan MPP di 

Indonesia lebih lanjut dan secara mendalam dalam 

menjawab tantangan pelayanan dan kebijakan yang 

telah ditetapkan pemerintah [20]. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan metode yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan 

oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah 

sosial atau kemanusiaan. Metode ini melibatkan dua 

teknik utama, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. 

Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun dan 

menganalisis referensi yang relevan buku, artikel 

jurnal yang membahas implementasi MPP di berbagai 

daerah secara acak, dokumen perundang-undangan 

sebagai dasar kebijakan, laporan, serta sumber relevan 

lainnya. Untuk memvalidasi, dilakukan wawancara 

dengan penyusun kajian implementasi MPP di 

berbagai daerah yang dilakukan berbagai instansi di 

pemerintah pusat. 

Analisis terhadap artikel ilmiah dan laporan kajian 

yakni di daerah Kabupaten Lamongan, Kota 

Payakumbuh, Kabupaten Konawe, Kota Manado, Kota 

Bogor, Kota Bekasi, Kota Jambi Kabupaten 

Sumedang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan 

Kabupaten Tabalog. Studi Kepustakaan terhadap 

Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik. 

Pelayanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam 

suatu kelompok atau kesatuan yang memberikan 

keuntungan serta menawarkan kepuasan, baik secara 

fisik maupun non-fisik. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pelayanan diartikan sebagai suatu 

hal, cara, atau hasil dari pekerjaan melayani. Publik 

didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang 

memiliki kesamaan dalam cara berpikir, perasaan, 

harapan, sikap, dan tindakan yang dianggap benar dan 

baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. 

Pelayanan publik, atau public services dalam bahasa 

Inggris, mencakup segala hal yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat luas dan diselenggarakan oleh 

pemerintah. 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pelayanan publik mencakup seluruh 

rangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan administratif, jasa, atau barang yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara. Pelayanan publik di Indonesia diakui 

sebagai hak dan kebutuhan warga negara yang dijamin 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam sejarahnya, pelayanan 

publik awalnya bersifat sentralistis, terutama pada 

masa pemerintahan Soeharto, yang ditandai oleh 

birokrasi yang berbelit, serta maraknya korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN). Gerakan Reformasi 1998 

menjadi titik balik, menggeser sistem dari sentralisasi 

ke desentralisasi melalui otonomi daerah dengan 

harapan memperbaiki akses dan kualitas pelayanan 

publik. Pasca-Reformasi, perubahan ini diatur melalui 

sejumlah undang-undang terkait pemerintahan daerah 

yang mengalami beberapa kali revisi untuk 

menyempurnakan implementasi otonomi daerah. 

Melihat kembali pada latar belakang perubahan dari 

sistem sentralisasi ke desentralisasi, tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

bagi masyarakat di setiap daerah. Dengan 

desentralisasi, diharapkan akses terhadap layanan 

publik menjadi lebih mudah, serta hasil dan dampak 

dari pelaksanaan pelayanan publik dapat lebih cepat 

dirasakan. Desentralisasi diharapkan mampu 

memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal. Salah satu perkembangan penting 

adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, yang memberikan peluang bagi 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan 

publik. Namun, peninggalan sistem kolonial masih 

mewarnai birokrasi di Indonesia, dimana orientasi 

pelayanan seringkali masih memihak pada kepentingan 

penguasa dibandingkan warga negara. Fenomena ini 

berdampak pada ketidakpuasan publik, yang 

diperparah oleh isu diskriminasi, ketidakpastian waktu 

dan biaya pelayanan, serta rendahnya kualitas 

pelayanan publik. 

Tantangan tersebut mendorong reformasi administrasi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memerangi 

maladministrasi, dan membangun kepercayaan publik. 

Pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan yang 

lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran sebagai respons 

terhadap tuntutan perubahan. Salah satu inovasi untuk 

memperbaiki layanan publik adalah pendirian Mal 

Pelayanan Publik (MPP), yang menyatukan berbagai 

layanan dalam satu atap. MPP dirancang untuk 

menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi 

layanan lintas kewenangan, mengatasi kompleksitas 

birokrasi yang kerap menjadi hambatan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. 

MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang 

diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah 

daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara 

terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya 

meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, 

kenyamanan, dan keamanan pelayanan. 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) 

bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan 

demi meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, 

kenyamanan, dan keamanan dalam pelayanan. Selain 

itu, MPP juga bertujuan untuk meningkatkan daya 

saing serta memberikan kemudahan dalam berusaha.  

Mal Pelayanan Publik di Indonesia diadaptasi dari 

konsep Public Service Hall (PSH) di Georgia dan Asan 

Xidmat di Azerbaijan. Konsep MPP serupa dengan 

PSH di Georgia, yang mengintegrasikan berbagai 

layanan dalam satu lokasi. PSH telah menggabungkan 

hingga 12 layanan dari kementerian atau lembaga, 

termasuk layanan kemudahan perizinan usaha, 

penerbitan sertifikat tanah, hingga layanan pengesahan 

pernikahan. 
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MPP merupakan layanan terpadu generasi ketiga yang 

dianggap sebagai langkah pembaruan dalam sistem 

administrasi pelayanan publik di Indonesia. Perlu 

diketahui bahwa generasi pertama layanan terpadu di 

Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap 

(PTSA), yang kemudian berkembang menjadi 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai generasi 

kedua. Kehadiran MPP tidak menggantikan PTSP, 

melainkan memperluas peran PTSP dengan adanya 

MPP. Konsep Mal Pelayanan Publik adalah 

mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu 

gedung. Pelayanan terintegrasi diharapkan 

menghasilkan penyederhanaan pelayanan yakni upaya 

agar waktu, prosedur, dan biaya dalam pemberian 

perizinan dan non perizinan dapat lebih singkat. 

MPP diatur melalui  sejumlah regulasi yakni Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan 

PermenPANRB Nomor 92 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik. Usulan pengajuan penyelenggaraan MPP yakni 

kepala daerah menyampaikan kajian urgensi yang 

memuat surat permohonan penyelenggaraan MPP, 

daftar jenis layanan yang akan terintegrasikan, analisis 

ketersediaan prasarana dan sarana dasar, dan rencana 

strategis. Kajian urgensi disampaikan kepada Menteri 

PANRB untuk dilakukan verifikasi baik secara 

administratif maupun faktual. berdasarkan hasil 

verifikasi, Menteri PANRB memberikan persetujuan 

dengan Keputusan Menteri.  

Studi Kepustakaan terhadap Teori Implementasi 

Kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori 

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh 

Grindle. Dalam bukunya yang berjudul Politics and 

Policy Implementation in the Third World, Grindle 

menawarkan struktur teoritis yang menekankan dua 

komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan: Content of Policy (Isi 

Kebijakan) dan Context of Implementation (Konteks 

Implementasi). Grindle berpendapat bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi tidak 

hanya oleh elemen-elemen yang tertulis dalam 

kebijakan tersebut, tetapi juga oleh kondisi di lapangan 

yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. 

Pendekatan ini memberikan framework yang efektif 

untuk mengevaluasi tantangan dalam pelaksanaan 

kebijakan di negara-negara berkembang. 

Content of Policy terdiri dari Interest affected. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang 

terkandung dalam kebijakan tersebut. Dalam hal ini, 

apakah kebijakan itu hanya mewakili kepentingan 

kelompok tertentu ataukah mewakili kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan. Grindle menekankan 

bahwa implementasi kebijakan yang dianggap penting 

atau mendesak oleh masyarakat dan pemangku 

kepentingan cenderung lebih mudah untuk 

dilaksanakan. Kebijakan dengan tingkat urgensi yang 

tinggi sering kali mendapat dukungan publik yang 

lebih besar dan mendapat prioritas tertinggi dalam 

alokasi sumber daya dan perhatian pemerintah.  

Type of benefit. Kebijakan yang memiliki manfaat 

yang nyata dan dapat dirasakan segera oleh 

masyarakat atau kelompok sasaran tertentu memiliki 

peluang lebih besar untuk berhasil. Sebaliknya, 

kebijakan yang memiliki manfaat yang tidak terlihat 

atau tidak relevan bagi masyarakat cenderung 

menghadapi kesulitan untuk diterapkan. Extend of 

change envision. Kebijakan yang menargetkan 

perubahan besar dan radikal dalam waktu singkat 

biasanya akan menghadapi resistensi, baik dari 

masyarakat maupun dari lembaga pelaksana. Grindle 

mencatat bahwa semakin besar skala perubahan yang 

diharapkan, semakin tinggi pula potensi adanya 

hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. 

Site of decision making. Keberhasilan atau kegagalan 

implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

lokasi pengambilan keputusan. Semakin jauh tempat 

pengambilan keputusan dari pelaksanaan kebijakan, 

semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut gagal 

diimplementasikan. Oleh karena itu, penting untuk 

menjelaskan dimana keputusan kebijakan diambil, 

karena lokasi ini berperan krusial dalam pelaksanaan 

kebijakan. Program implementers.. Keberhasilan suatu 

kebijakan sangat bergantung pada pelaksana kebijakan 

yang kompeten dan kapabel. Pelaksana yang memiliki 

kemampuan serta komitmen kuat akan meningkatkan 

peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. 

Dengan demikian, kualitas dan dedikasi para pelaksana 

menjadi faktor penting yang menentukan apakah 

kebijakan akan berhasil atau gagal dijalankan. 

Resources committed. Pelaksanaan kebijakan harus 

didukung oleh sumber daya yang memadai agar 

berjalan dengan baik. Ketersediaan sumber daya 

pendukung sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, karena tanpa dukungan 

tersebut, pelaksanaan kebijakan akan menemui banyak 

kendala. Kekurangan sumber daya akan menyulitkan 

tercapainya tujuan kebijakan secara efektif. Context of 

Implementation terdiri dari Power, interest and 

strategy of actor involved. Dalam kebijakan, perlu 

dipertimbangkan kekuatan, kepentingan, dan strategi 

yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat untuk 

memperlancar pelaksanaannya. Jika hal ini tidak 

diperhitungkan dengan baik, besar kemungkinan 

program yang akan diimplementasikan tidak berjalan 

sesuai rencana. Keberhasilan suatu kebijakan akan 

lebih terjamin jika para aktor memiliki kekuatan, 

kepentingan, dan strategi yang mendukung 

pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Institution an regine characteristic. Keberhasilan 

kebijakan juga ditentukan oleh dukungan institusi dan 

rezim yang berkuasa, yang karakteristiknya 

mempengaruhi tingkat dukungan yang diberikan. 

Lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan 

turut memengaruhi hasilnya, karena karakteristik 

lembaga-lembaga terkait akan berdampak pada 

efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, 

dukungan institusi dan kondisi rezim menjadi faktor 
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penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 

Compliance and responsive. Kebijakan akan berhasil 

jika terdapat kesesuaian antara tujuan dan bentuk 

program, serta jika para implementor bertanggung 

jawab dalam pelaksanaannya. Pelaksana program 

diharapkan mampu merespons kebutuhan kelompok 

sasaran dengan baik dan mematuhi aturan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, tanggung jawab 

implementor dan kesesuaian antara tujuan serta bentuk 

program menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. 

Teori implementasi kebijakan Grindle memberikan 

kerangka yang berguna untuk menganalisis tantangan 

yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, 

terutama di negara-negara berkembang. Dalam konteks 

Indonesia, penerapan kebijakan penyelenggaraan MPP 

dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka ini. 

MPP, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai 

layanan publik dalam satu tempat, membutuhkan 

koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan 

serta kapasitas pelaksanaan yang memadai. Dengan 

menggunakan teori Grindle, penelitian ini dapat 

mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti 

dukungan pemangku kepentingan, kapasitas 

organisasi, dan kondisi sosial-ekonomi mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan MPP di 

Indonesia. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sampai Oktober 2024, terdapat 230 MPP di seluruh 

Indonesia dari total 508 kabupaten/kota. Pada tahun 

2023, diresmikan sejumlah 163 MPP dan peresmian 12 

MPP pada 21 November 2023 sehingga total 175 MPP. 

Pada tahun 2024, direncanakan untuk diresmikan 

sejumlah 156 MPP namun hingga November 2024, 

baru diresmikan 55 MPP, dengan rincian setiap pulau. 

Untuk itu, dari target Wakil Presiden sampaikan agar 

100% MPP terbentuk di seluruh Indonesia, saat ini 

mencapai 45,3% atau dapat dikatakan belum 

maksimal. Olahan data menunjukkan total dan 

persebaran di masing-masing pulau sebagaimana 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Kumulatif MPP, Rencana dan Realiasi MPP Tahun 2017-2024 

Pulau 2017-

2023 

Rencana 

Tahun 2024 

Realiasi 

Tahun 

2024 

Total 

Realisasi 

2017-

2024 

Sumatera 33 57 21  

Jawa 83 22 13  

Bali dan Nusa 

Tenggara 

11 24 6  

Kalimantan 21 25 6  

Sulawesi 25 21 9  

Maluku dan 

Papua 

2 7 0  

Total 175 156 55 230 

Desain kebijakan MPP mencakup dua kepentingan 

yakni masyarakat sebagai sasaran pelayanan publik 

dan penyelenggara MPP sebagai penyedia layanan. 

Pelayanan yang efektif dan efisien menjadi hak 

masyarakat yang harus disediakan pemerintah. Secara 

normatif telah diatur agar pemerintah daerah 

melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat atas 

penyelenggaraan MPP melalui survei. Pengaturan 

tersebut baik untuk dapat melihat kekurangan yang 

dapat menjadi bahan evaluasi dari masing-masing 

MPP sehingga kepentingan masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan yang mudah dan nyaman 

dapat terpenuhi.  

Di sisi lain, MPP mewadahi kepentingan pemerintah 

untuk melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan 

yang lebih efektif karena diselenggarakan dalam satu 

tempat. Kebijakan MPP berangkat dari evaluasi 

terhadap penyelenggaraan model pelayanan 

terintegrasi sebelumnya yang masih ditemui kendala. 

MPP juga mampu lebih mengurangi birokrasi dan 

pungutan liar. MPP juga menjadi wadah kolaborasi 

antara pemerintah pusat, daerah serta dengan 

pemangku kepentingan lain yakni badan usaha dan 

swasta. Kepentingan pemerintah daerah melaksanakan 

MPP juga sebagai bagian dari melaksanakan kebijakan 

nasional yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Kebijakan MPP telah memenuhi 

kepentingan-kepentingan yang berpengaruh, meskipun 

demikian masih ditemui kendala yang berpengaruh 

pada keberlanjutan dan penerimaan kebijakan MPP 

yang akan dijelaskan dalam bagian berikutnya. 

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, daerah 

menyatakan bahwa layanan publik secara terpadu 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang bersifat 

langsung. Masyarakat lebih mudah mengakses 

berbagai layanan dalam satu waktu karena berada 

dalam satu tempat. Pelayanan di MPP juga dilengkapi 

dengan informasi pelayanan dan standar pelayanan 

yang bermanfaat untuk memberikan kejelasan bagi 

masyarakat. 

Penyediaan gedung atau tempat yang terstandar juga 

memberikan kenyamanan. Bagi pemerintah, MPP 

memberikan penyediaan pelayanan yang efisien secara 

operasional serta untuk mencapai target pelayanan dan 

reformasi birokrasi sebagai bagian dari penilaian 

performa atau kinerja sebagai dasar pemberian 

penghargaan. Manfaat juga didapatkan oleh badan 

usaha seperti BUMN dan BUMD yang dapat 

memanfaatkan MPP untuk memberikan pelayanan 

kepada konsumen. Kerja sama dengan pihak swasta 

memberikan ruang dalam meningkatkan perekonomian 

dan meningkatkan daya saing. 

Kebijakan MPP diharapkan untuk dapat mengubah 

budaya birokrasi sehingga lebih berorientasi pada nilai 

melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Pelayanan di MPP diberikan dengan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dengan 

ciri khas terintegrasi di satu tempat sehingga petugas 

yang melayani di setiap MPP harus menyesuaikan 

standar yang ditetapkan. Kepuasan masyarakat yang 

menjadi dasar penilaian juga mempengaruhi perubahan 

dari budaya birokrasi. Dari hasil kajian di daerah, 

perubahan-perubahan dilakukan oleh pertama, 

DPMPTSP sebagai penyelenggara MPP memenuhi 

kebutuhan ini dengan menyediakan tempat, 

menyediakan sumber daya manusia, material dan 

anggaran, menciptakan alur pelayanan dan proses 

bisnis, serta sosialisasi yang dilakukan berkala. 
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MPP merupakan salah satu pencapaian dalam proses 

reformasi untuk memnerka pelayanan yang lebih 

efisien kepada Masyarakat yang terus dilaksanakan 

oleh Pemerintah Indonesia, selain melakukan 

perbaikan penilaian kinerja organiasasi dan indivudi, 

perampingan proses dan meningkatkan kemudahan 

berusaha, dan proses rekuritmen secara transparan. 

Kedua, dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah 

pusat dan/atau badan usaha sebagai pelaksana 

pelayanan di MPP dengan menempatkan dan membina 

petugas, menciptakan standar pelayanan, memasang 

berbagai perlengkapan dan sarana untuk operasional 

masing-masing. Transparansi layanan yang yang 

tercermin dari kemudahan akses informasi, 

akuntabilitas, dan kepastian terhadap layanan di MPP 

menjadi sumber daya yang penting masyarakat 

memanfaatkan MPP. Transparansi juga mempengaruhi 

kualitas layanan MPP. 

Perubahan bagi masyarakat adalah disediakannya 

pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat. Dalam 

kebijakannya, penyelenggaraan pelayanan MPP dapat 

berupa pelayanan langsung, secara elektronik, mandiri, 

dan/atau bergerak. Pemda diberikan pilihan untuk 

menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan 

daerah agar perubahan-perubahan tidak justru 

mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat dan 

betul-betul dapat diimplementasikan. 

Terdapat dua aspek dalam membahas tentang dimana 

dan bagaimana keputusan-keputusan terkait kebijakan 

MPP diambil. Pertama, dari sisi pembentukan MPP 

yang melibatkan komitmen dari kepala daerah dengan 

ditunjukkan melalui pengajuan yang disertai urgensi 

dan kesiapan penyelenggaraan MPP dan Menteri PAN 

RB yang memberikan persetujuan. MPP yang hanya 

dapat diselenggarakan di kabupaten/kota (kecuali 

Jakarta) agar rentang kendali penyelenggaraan 

pelayanan lebih pendek. Dari daerah-daerah yang 

menjadi objek kajian, prosedur ini dapat diikuti, oleh 

karena itu pengambilan keputusan terkait pembentukan 

MPP telah jelas dan dapat dilaksanakan.  

Kedua dari sisi penyediaan pelayanan, pengambilan 

keputusan diserahkan kepada pemerintah 

kabupaten/kota sesuai kebutuhan daerahnya. Oleh 

karena itu, nota kesepahaman atau perjanjian kerja 

sama cukup dilakukan antara pemerintah 

kabupaten/kota dengan pemangku kepentingan terkait. 

Di berbagai daerah, disampaikan bahwa pengambilan 

keputusan untuk membentuk MPP berada pada kepala 

daerah dengan melakukan pendekatan kepada 

pemerintah pusat dan badan usaha untuk pemetaan 

kebutuhan dan permohonan dukungan. Selanjutnya 

setelah MPP terbentuk, Nota kesepahaman dan 

perjanjian kerja sama menjadi sarana bagi pemda, 

pemerintah pusat maupun badan usaha untuk 

menentukan keputusan terkait layanan apa saja yang 

akan disediakan, proses bisnis dan komitmen bersama. 

Dalam perkembangannya, pengembangan jumlah 

layanan kebanyakan masih diinisiasi oleh pemda. 

Sumber daya yang diperlukan untuk MPP yakni 

pertama, gedung yang didesain sesuai alur pelayanan 

dan mampu menampung kapasitas layanan yang 

disediakan maupun masyarakat yang mengakses. 

Penyediaan gedung ini bervariasi yaitu dengan 

pembangunan gedung baru, sewa di gedung 

perbelanjaan atau pusat keramaian lain, merenovasi 

gedung milik pemda, atau merenovasi gedung milik 

DPMPTSP. Sarana fisik lainnya juga disediakan 

seperti perangkat antrian otomatis, perangkat komputer 

baik oleh DPMPTSP maupun organisasi 

penyelenggara dalam gerai masing-masing, informasi 

layanan.  

Kedua, sumber daya manusia yakni penyelenggara 

oleh DPMPTSP yang rata-rata memiliki total jumlah 

pegawai bervariasi antara 35-50. Kepala DPMPTSP 

akan memberikan penugasan pada salah satu bidang 

untuk mengorganisasi keperluan teknis terkait 

pengelolaan MPP.  Selain itu untuk operasional, 

DPMPTSP menyediakan petugas di lokasi MPP 

(satpam, penjaga desk informasi, jasa kebersihan), dan 

SDM pelaksana dari organisasi penyelenggara 

pelayanan di masing-masing gerai MPP.  

Ketiga, adalah sumber daya pendanaan. Dalam 

kebijakannya, pendanaan MPP dipisahkan, pertama 

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi MPP maka 

dibebankan pada APBD yang dilekatkan pada 

DPMPTSP, sementara untuk pelaksanaan gerai 

pelayanan dibebankan pada pendanaan masing-masing 

organisasi penyelenggara pelayanan. Pendanaan juga 

dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat. Pada implementasinya, pendanaan menjadi 

hambatan paling sering disampaikan oleh pemda yang 

akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. 

MPP diselenggarakan oleh multi aktor yang didesain 

memiliki peran dan kewenangan masing-masing. 

Pembentukan MPP bukan sebuah kebijakan yang 

mandatory, oleh karena itu, political will dari Pemda 

menjadi faktor penentu implementasi MPP. 

Selanjutnya dari sisi masyarakat, pilihan atas 

bagaimana MPP diselenggarakan sangat bergantung 

dapat kondisi masyarakat dan daerah. Untuk 

karakteristik masyarakat yang tinggal di wilayah 

kabupaten berkarakter pedesaan dan perkotaan 

berkembang, MPP yang bersifat pelayanan dilakukan 

dengan tatap muka secara fisik sebagai tahap awal 

sehingga perubahan yang terjadi tidak drastis, namun 

tetap diciptakan sistem yang cepat dalam prosedur 

penyelesaian pelayanannya dengan tujuan masyarakat 

tetap antusias dalam mengakses pelayanan yang 

diciptakan dengan mekanisme MPP di gedung. 

Pemilihan gedung atau tempat penyelenggaraan MPP 

juga dipilih yang berlokasi strategis dekat dengan 

tempat berkumpul masyarakat seperti di pusat 

perbelanjaan. 

Untuk MPP di perkotaan yang relatif maju atau di 

wilayah kabupaten namun telah memiliki akses 

internet yang baik, telah dikembangkan bentuk layanan 

digital. Sampai dengan bulan Juni 2023, terdapat 21 

daerah yang menyelenggarakan MPP Digital antara 
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lain kota Banyuwangi (sebagai cetak biru MPP 

Digital), Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen, dan 

Kota Denpasar. Pada perkembangannya telah ada 105 

usulan untuk membentuk MPP digital di daerahnya. 

Sampai tahun 2023 baru tersedia 2 jenis layanan yakni 

dukcapil dan pelayanan perizinan kesehatan. Namun 

dalam perkembangannya Kementerian PANRB 

menyampaikan telah ada 199 MPP Digital dengan 

tambahan 1 layanan yang tersedia yakni dari PT 

Taspen. MPP Digital sedang diupayakan untuk 

menjadi generasi MPP berikutnya.  

Sementara itu, untuk daerah yang memiliki tantangan 

akses, MPP dengan mekanisme jemput bola atau 

pelayanan bergerak dianggap lebih efektif meski jenis 

layanan yang disediakan tidak sebanyak MPP fisik di 

gedung atau kantor. selain MPP fisik juga diadakan di 

tingkat kecamatan dalam berapa waktu tertentu untuk 

menyelesaikan pelayanan di tingkat kecamatan, atau di 

beberapa daerah lainnya dibentuk Mini MPP di tingkat 

kecamatan sebagai bentuk implementasi dari 

penambahan pelayanan MPP. 

Menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi MPP 

sudah menyesuaikan dengan konteks kekuatan dan 

strategi penyelenggaraannya. Peran DPMPTSP adalah 

penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan serta 

memiliki fungsi penyediaan sarana, tempat, dan/atau 

ruang pelayanan; penataan dan pengaturan pola 

pelayanan dalam penyelenggaraan MPP; 

pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi 

keseluruhan pelayanan dalam MPP; penjaminan 

kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar 

Pelayanan; penyediaan tata tertib; penyediaan 

mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan 

masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan 

sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik 

nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan 

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. 

DPMPTSP menjadi krusial sebagai koordinator dan 

pengelola penyelenggaraan MPP setiap harinya. 

Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi penyelenggaraan pelayanan. 

Di daerah-daerah yang telah memiliki MPP sebagian 

besar telah diatur proses bisnis seperti jam buka-tutup 

layanan, sistem antrian, sistem pengaduan. Faktor 

lingkungan yang mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan MPP juga sangat bergantung pada 

performa organisasi penyelenggara untuk berkomitmen 

berdasarkan perjanjian kerja sama. Pada 

implementasinya, bentuk komitmen ini bervariasi yang 

juga dipengaruhi oleh aktif tidaknya DPMPTSP 

sebagai pengelola.  

Sebagai gambaran, kementerian/ lembaga/badan usaha 

yang terlibat sebagai organisasi penyelenggara layanan 

dilihat melalui jenis layanan yang tersedia. Jenis-jenis 

layanan yang tersedia di MPP antara lain: DPMPTSP, 

Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas 

koperasi dan UMKM, Dinas tenaga Kerja, Dinas 

PUPR, Dinas Perpustakaan, Samsat, BPJS Kesehatan 

BPJS Ketenagakerjaan, BPS, Pengadilan Agama, 

Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kantor 

Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Narkotika 

Nasional, PDAM, Bank Daerah (Bank Jatim, BJB), PT 

Taspen, Jasa Raharja, PT PLN, PT POS, Garuda 

Indonesia, Perbankan BUMN maupun swasta, dan 

Asosiasi Usaha. 

Kebijakan MPP didorong untuk dilaksanakan oleh 

seluruh kabupaten/kota. Untuk itu, dalam rangka 

percepatan pelaksanaan MPP di kabupaten/kota yang 

belum memiliki, Menteri PANRB himbauan yang pada 

intinya agar segera membangun MPP dengan 

memperhatikan bahwa gedung yang digunakan tidak 

harus gedung baru atau dapat memanfaatkan aset 

pemda yang sudah ada atau bekerja sama dengan 

kementerian/lembaga dalam pemanfaatan gedung, 

bergantung pada kondisi pemerintah daerah, tidak 

terdapat standar luasan tertentu, yang terpenting agar 

melakukan pengintegrasian layanan. 

Dari sisi kepatuhan bagi MPP yang telah berdiri, bagi 

penyelenggara dari Pemda cenderung lebih 

berkomitmen karena sifatnya sama-sama di bawah 

kepala daerah. Sementara untuk penyelenggara dari 

pemerintah pusat, maupun badan usaha bergantung 

pada budaya kerja dan kondisi jumlah layanan yang 

ditangani. Daerah yang memiliki MPP juga telah 

menyusun proses bisnis yang terintegrasi dalam teknis 

pemberian layanan. Namun demikian dalam 

implementasinya, tidak semua organisasi 

penyelenggara pelayanan dapat menjaga komitmen 

seperti layanan yang tutup selama 2 bulan, atau masih 

terjadi belum mematuhi proses bisnis yang disepakati 

yakni terkait jam buka atau tutup setiap harinya di 

masing-masing gerai layanan. 

Sebagaimana data di atas, sampai November 2024 

masih ada sekitar 189 daerah yang belum memiliki 

MPP. Hasil berbagai penelitian menunjukkan terdapat 

faktor kepentingan dan kelembagaan yang menjadi 

penghambat dan memerlukan perhatian yang bermuara 

pertama pada kelembagaan DPMPTSP. DPMPTSP 

sebagai penyelenggara MPP secara ex-officio belum 

cukup untuk melaksanakan MPP secara optimal. 

Tanggung jawab DPMPTSP yang bersifat ex-officio 

tersebut seolah menjadi tugas tambahan sehingga sulit 

untuk dapat fokus mengingat masih terdapat banyak 

tanggung jawab DPMPTSP sesuai tugas dan 

fungsinya, terutama dalam melaksanakan pelayanan 

perizinan. Pelayanan perizinan juga menjadi urusan 

strategis yang memiliki banyak tuntutan di tengah 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan 

MPP juga dirasa serta belum dilengkapi insentif yang 

cukup, meskipun di beberapa daerah telah diberikan 

tambahan penghasilan khusus bagi PNS pada 

DPMPTSP atas pelayanan perizinan dengan kriteria 

tertentu, bukan atas pengoordinasian MPP.  

Sumber daya manusia yang terbatas dianggap belum 

cukup optimal ketika juga harus menjamin kualitas 

pelayanan dalam MPP yang terdiri dari banyak 

lembaga termasuk pemerintah pusat dan badan usaha, 

termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi. 

Sumber daya manusia menjadi faktor yang banyak 
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menjadi hambatan ditemui di berbagai daerah. 

Kedudukan DPMPTSP secara ex-officio dianggap 

belum seluruhnya dipahami sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan termasuk 

kepatuhan seluruh organisasi penyelenggara pelayanan 

terhadap proses bisnis pelayanan. Masih terjadi tidak 

semua gerai buka atau tutup tepat waktu, dalam gerai 

tersedia petugas atau setidaknya layanan mandiri 

disediakan sehingga tidak sesuai dengan perjanjian 

kerja sama. DPMPTSP juga belum sepenuhnya mampu 

menegakkan proses bisnis maupun perjanjian yang 

sudah disusun.  

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi juga 

belum ada mekanisme pengukuran dan prosesnya. 

Meskipun kualitas dapat dilihat melalui pengukuran 

kepuasan masyarakat, namun survei dimaksud masih 

belum secara khusus terhadap layanan MPP, 

melainkan survei seluruh pelayanan dari Dinas 

DPMPTSP. DPMPTSP belum seluruhnya dapat 

melaksanakan fungsi ini. Selain itu DPMPTSP sebagai 

perangkat daerah terikat dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Menteri 

Dalam Negeri yang dirasa belum cukup berkoordinasi 

dengan Menteri PANRB sebagai pengampu kebijakan. 

Belum adanya koordinasi yang cukup ini ditunjukkan 

dengan pelayanan MPP belum secara khusus menjadi 

penilaian kinerja pelayanan yang dinilai oleh 

Kemendagri. Hal ini mempengaruhi motivasi 

pelaksanaan MPP oleh DPMPTSP.  

Bentuk kelembagaan ini juga mempengaruhi anggaran. 

Masalah anggaran menjadi masalah yang paling 

banyak disampaikan oleh Pemda yang mempengaruhi 

juga sumber daya manusia dan material. Di beberapa 

daerah, kepala daerah belum seluruhnya memberikan 

perhatian dengan penambahan alokasi anggaran 

kepada DPMPTSP untuk operasionalisasi MPP. 

Adapun kepala daerah mengalokasikan, namun karena 

bukan menjadi bagian anggaran yang terpisah, maka 

tidak semua Kepala DPMPTSP menggunakannya 

untuk MPP karena dua hal, kurangnya pemahaman 

atas tanggung jawab DPMPTSP atau mengingat tugas 

rutin DPMPTSP juga memerlukan anggaran.  

Selain terkait dengan kelembagaan, masalah anggaran 

juga menyangkut jumlah APBD yang dialokasikan 

belum dianggap optimal. Pertama untuk penyediaan 

atau renovasi gedung dan sarana prasarana lainnya 

bagi MPP yang belum berdiri, serta fasilitasi 

pelaksanaan kerja sama dengan organisasi 

penyelenggara pelayanan. Kedua untuk 

operasionalisasi, serta pelaksanaan tugas pemantauan 

dan sosialisasi untuk MPP yang sudah berdiri. Gedung 

MPP diharapkan secara ideal dekat dengan pusat 

keramaian dan mudah diakses, sehingga di beberapa 

daerah perlu menyewa. Fasilitas penunjang memang 

tidak ditetapkan standar tertentu namun setidaknya 

memerlukan counter pelayanan, ruang laktasi, layanan 

mandiri, fasilitas difabel, tempat ibadah, toilet, dan 

area yang memerlukan pengadaan dan pemeliharaan. 

Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi 

kebutuhan krusial. 

Dari sisi pelayanan, belum seluruh pelayanan bersifat 

terintegrasi dan terselesaikan di satu tempat. Beberapa 

gerai masih hanya bersifat mencatat sementara proses 

pelayanannya masih berada di kantor asal organisasi 

penyelenggara. Selain itu, belum terbentuk integrasi 

data untuk layanan-layanan di MPP. Dari sisi jenis 

layanan, untuk beberapa daerah bersifat kepulauan, 

MPP secara fisik dirasa belum dibutuhkan dan justru 

tidak dapat betul-betul diakses masyarakat 

sebagaimana disampaikan Kabupaten Manggarai 

Barat. Oleh karena itu lebih membutuhkan MPP yang 

bersifat jemput bola namun layanan yang diberikan 

tentu menjadi tidak sebanyak jika ada di MPP fisik di 

gedung. Antusiasme warga untuk mengunjungi MPP 

juga belum merata, dikarenakan dua hal pertama 

kondisi gedung belum memadai dan sosialisasi yang 

belum maksimal.  

Untuk MPP digital, sejumlah daerah belum 

dilaksanakan mengingat belum maksimalnya bimtek, 

layanan yang masih terbatas dan belum terintegrasi, 

masih belum ada peta jalan mekanisme, dan integrasi 

sistem yang akan ada dalam MPP digital, dan  masih 

terjadi masalah teknis termasuk isu keamanan dan 

aksesibilitas bagi daerah yang memiliki keterbatasan 

jaringan. Selanjutnya belum adanya mekanisme 

pengendalian atas keberlangsungan MPP yang sudah 

dibangun. Meskipun MPP menjadi bagian dalam 

pemantauan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi 

pelayanan publik (PEKPPP), namun belum memiliki 

pengukuran tingkat keberhasilan MPP yang telah 

berjalan secara spesifik dan menyeluruh untuk dapat 

digunakan Pemda untuk menilai kinerja pelayanan 

MPP. 

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan 

DPMPTSP agar dapat dapat melaksanakan fungsi 

koordinasi, penyelenggaraan teknis, dan pemantauan 

dan evaluasi secara lebih fokus, tertangani dengan 

lebih optimal. Evaluasi kelembagaan dapat diikuti 

dengan penyempurnaan seperti pemberian pemahaman 

terhadap tanggung jawab DPMPTSP, serta perbaikan 

atau penambahan sumber daya. Alternatif lain, dapat 

dipertimbangkan membentuk unit teknis tersendiri 

sehingga dapat memiliki satu fungsi khusus, alokasi 

anggaran dan sumber daya yang teralokasikan 

tersendiri, namun tetap efisien karena bersifat teknis.  

Dengan lembaga yang khusus, Pemda juga dapat 

secara fokus memantau atas kepatuhan dari berbagai 

organisasi penyelenggara pelayanan, dan 

melaksanakan survei kepuasan khusus MPP untuk 

terus memperbaiki kualitas layanan. Untuk 

permasalahan alokasi anggaran, dari sumber APBD 

kepala daerah dan DPRD perlu memiliki pemahaman 

bersama untuk dapat mengoptimalkan APBD, namun 

melihat kondisi daerah perlu dipertimbangkan untuk 

adanya bantuan dari pemerintah pusat baik melalui 

dana transfer atau memanfaatkan sumber pendanaan 

lain hibah, bantuan Corporate Social Responsibility, 

memanfaatkan ruang di area MPP untuk sewa, atau 

sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangan 
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namun dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-

hatian. 

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PANRB 

perlu berkoordinasi dengan K/L yang banyak terlibat 

dalam penyelenggaraan MPP di daerah untuk 

memberikan pemahaman proses bisnis dan 

kewenangan Pemda serta meningkatkan kepatuhan, 

bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri 

untuk menciptakan mekanisme insentif dalam 

penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 

Keterlibatan lembaga agar dapat turut mendukung 

layanan terintegrasi harus ditingkatkan. Tidak hanya 

memberikan penghargaan, praktek baik MPP juga 

terus perlu disosialisasikan kepada daerah-daerah yang 

belum mengajukan permohonan pembentukan MPP. 

Karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda juga 

perlu diperhatikan untuk tidak hanya MPP fisik di 

gedung tapi mengoptimalkan pula 3 ekosistem MPP 

lain yakni pelayanan bergerak, mandiri, dan digital. 

Khusus untuk MPP digital masih banyak yang perlu 

dipersiapkan dan memerlukan kajian implementasi dan 

evaluasi tersendiri, sebelum betul-betul menetapkan 

MPP digital sebagai generasi MPP berikutnya. 

Keberlanjutan MPP perlu dievaluasi terlebih dahulu 

terutama dari sisi integrasi layanan dan dampaknya 

bagi masyarakat. 

4. Kesimpulan 

Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan 

wujud nyata reformasi birokrasi di Indonesia yang 

bertujuan menyederhanakan proses pelayanan publik 

melalui integrasi layanan dalam satu tempat. Langkah 

ini memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu, 

transparansi, dan peningkatan aksesibilitas bagi 

masyarakat. Kehadiran MPP juga mendukung 

kemudahan berusaha dan daya saing daerah, sejalan 

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). Berdasarkan implementasi 

kebijakan menurut Grindle, dapat dikatakan bahwa 

kebijakan MPP cukup berhasil karena telah memenuhi 

unsur-unsur implementasi kebijakan yang baik baik 

dari sisi content of policy maupun context of 

implementation. Namun, untuk menjadikan MPP 

sebagai kebijakan yang berkelanjutan, masih 

menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber 

daya manusia, pendanaan yang belum optimal, dan 

kurangnya integrasi data antar-layanan. Hambatan ini 

berakar pada lemahnya kelembagaan DPMPTSP 

sebagai koordinator penyelenggaraan MPP, serta 

variasi kesiapan teknis dan komitmen pemerintah 

daerah. Selain itu, upaya digitalisasi layanan melalui 

MPP Digital masih memerlukan penguatan 

infrastruktur teknologi dan mekanisme integrasi. 

Meskipun demikian, dengan adanya komitmen dari 

berbagai pihak, MPP menunjukkan potensi besar untuk 

terus berkembang menjadi solusi strategis dalam 

pelayanan publik di Indonesia. Perluasan jangkauan 

layanan, baik fisik maupun digital, akan menjawab 

kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk di 

daerah terpencil. Dalam jangka panjang, MPP dapat 

menjadi pilar utama reformasi pelayanan publik, 

menciptakan birokrasi yang melayani, transparan, dan 

berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan 

perbaikan berkelanjutan dan koordinasi yang lebih 

baik, MPP tidak hanya akan meningkatkan kualitas 

layanan publik tetapi juga menjadi simbol transformasi 

birokrasi Indonesia menuju pemerintahan yang modern 

dan inklusif. 
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